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Imunisasi vaksin Measles Rubella (MR) adalah pemberian vaksin atau 
toksoid (suatu toksin bakteri yang diubah dan dilemahkan) yang bertujuan untuk  
meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dari penyakit Campak dan Rubella. Gejala 
penyakit campak dapat berupa demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) 
disertai batuk atau pilek dan konjungtifitis dan dapat berujung pada komplikasi 
berupa pneumonia, diare, meningitis bahkan menyebabkan kematian. Mengenai 
imunisasi vaksin MR terdapat pro dan kontra dalam penggunaannya, karena dalam 
proses pembuatan vaksin tersebut  terdapat bahan yang tidak halal, terdapat unsur 
yang berasal dari babi. Oleh karena itu itu MUI merespon dengan mengeluarkan 
fatwa terkait dengan penggunaan vaksin MR.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 
adalah bagaimana hukum penggunaan vaksin MR untuk imunisasi menurut fatwa 
MUI dan bagaiman metode istinba>t hukum yang digunakan oleh MUI dalam 
mengeluarkan fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 
kepustakaan (library research). Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini 
adalah Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR untuk 
imunisas. Selanjutnya sumber data sekunder berupa kitab  Raudhatuh-thalibin jilid 2, 
Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4 serta buku petunjuk teknis kampanye imunisasi 
measles rubella (MR). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan content analysis. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Fatwa MUI pada dasarnya 
hukum penggunaan vaksin MR adalah haram karena dalam pembuatannya 
mengandung unsur babi. Akan tetapi jika dalam keadaan terpaksa, dengan kata lain 
belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, maka hukum penggunaan vaksin 
MR tersebut menjadi diperbolehkan (mubah) atas dasar pertimbangan darurat  
(d}aru>rat syar’iyyah) Adapun metode Istinba>t hukum yang digunakan MUI dalam 
mengeluarkan fatwa adalah metode istisla>hi, yaitu metode penetapan hukum yang 
berdasarkan maslahat. Kemaslahatan yang ingin dicapai dari keputusan bolehnya 
penggunaan vaksin MR adalah menjaga jiwa (h}}ifz} an-nafs), yang menjadi salah satu 
dari lima komponen tujuan tercapainya syariat (ad}-d}aru>riyya>t al-khams). MUI 
mempertimbangkan di mana kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyariatkannya 
hukum Islam.  
 
 
Kata Kunci : Fatwa MUI, Istinba>t hukum, Vaksin Measles Rubella, D}aru>rat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan paling 
sempurna diantara makhluk-makhluk yang lain, karena manusia diberikan 
karunia yang sangat besar yaitu akal. Dalam menjalani kehidupan yang syarat 
dengan tantangan, manusia hendaknya membekali dirinya dengan ilmu 
pengetahuan dalam berbagai bidang. Bahkan ajaran Islam mewajibkan umatnya 
untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi agar 
kepentingan ibadah dan kesejahteraan hidupnya bisa terpenuhi.  
Di antara ketinggian dan kemuliaan agama Islam adalah kesempurnaan 
syariat yang mengatur  kehidupan manusia dari segenap aspek dalam kehidupan. 
Hukum Islam merupakan hukum yang dinamis, elastis dan fleksibel sehingga 
dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariat dengan 
perkembangan pemikiran. Juga sebagai pemecah masalah yang berkembang 
ditengah masyarakat. 
Salah satunya adalah adanya pro dan kontra pengunaan vaksin MR 
(Measles Rubella), yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit 
Campak dan Rubella. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah 





Campak dan rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas 
yang disebabkan oleh virus.
1
 
Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang 
paru  (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan, gizi buruk dan bahkan 
kematian. Rubella biasanya berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila 
menginfeksi sebelum konsepsi dan selama periode awal kehamilan berpotensi 
menyebabkan terjadinya abortus, kematian janin, atau CSR (Congenital Rubella 
Syndrome) pada bayi. Congenital Rubella Syndrome atau kecacatan pada bayi 




Jumlah kasus campak dan rubella dalam 5 tahun terakhir di Indonesia 
adalah; tahun 2014 jumlah kasus suspek 12.943; tahun 2015 jumlah kasus suspek 
13.890; tahun 2016 jumlah kasus suspek 12.730; tahun 2017 jumlah kasus suspek 
15.014; tahun 2018 sampai bulan Juli jumlah kasus 2.398, total kasus yang 




Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk penyakit  Campak dan 
Rubella namun penyakit ini bisa dicegah. Imunisasi menggunakan vaksin MR 
(Measles Rubella) adalah pencegahan terbaik untuk penyakit Campak dan 
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 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Kampanye Imunisasi Campak & 
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Rubella. Vaksin merupakan suatu suspensi mikroorganisme bibit penyakit yang  
telah dimatikan untuk merangsang terbentuknya sistem imun/ kekebalan tubuh.  
Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan. Oleh sebab itu sejak awal kemunculanya Islam dengan jelas 
menganjurkan umatnya untuk hidup sehat, serta segera berobat bila sedang sakit. 
Perintah ini diiringi dengan etika dalam pengobatan dan jenis obat yang boleh 
digunakan. Dewasa ini obat-obatan telah banyak dicampur dengan bahan-bahan 
haram atau najis lazimnya dari unsur babi dari segi lemak, darah, tulang dan 
organ-organ lain. 
Berdasarkan kajian oleh LPPOM MUI menurut dokumen yang  diberikan 
oleh  SII  (Serum Institute of India) sebagai produsen vaksin MR,  mencatat 
bahwa di dalam produksinya vaksin MR dalam pembuatannya menggunakan 
bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan 
trypsin yang berasal dari pangkreas babi. Terdapat bahan yang berpeluang besar 
bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu laktalbumin 




Babi termasuk jenis binatang yang memakan daging dan sayuran, ia mau 
memakan sampah dan kotoran. Babi menghimpun fakta buruk, kotor, jelek dan 
najis. Lebih dari itu, babi juga membawa sejumlah besar parasit yang akan 
                                                             





menimpa manusia yang mengkonsumsinya.
5
 Terdapat lima faktor medis dan 
ilmiah yang mendorong diharamkannya daging babi, yaitu: 
1. Daging babi mengandung berbagai jenis cacing yang sangat berbahaya (bagi 
tubuh), seperti cacing pita (taenea) dan trichinca (cacing rambut: cacing bulat 
yang tergulung mengalir di dalam otot, penyebab penyakit trichionosis) 
2. Daging babi lebih banyak memungkinkan untuk memindahkan segala jenis 
bakteri dari pada daging lainnya. 
3. Binatang pemakan daging diharamkan dalam Islam 
4. Minyak babi sulit dicerna dan kemungkinannya bertambah untuk terserang 
penyakit pada pencernaan, lever atau saraf menjadi beku 
5. Influenza yang ganas 
Allah melarang umat Islam untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging 
babi, khamr, dan lain sebagainya karena hal tersebut bisa merusak kesehatan  
baik kesehatan jasmani maupun rohani, merusak akal, melemahkan badan dan 
jiwa. Pelarangan memakan daging babi dan segala yang berasal dari babi sudah 
dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah, di antaranya al-Qur’an surat al-Baqarah 
ayat: 173 
َْْم ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخنزيِر َوَما ُأِىلَّ ِبِو ِلغَْيِر اللَِّو َفَمِن اْضُطرَّ َغيْ  ٍ  َف ا ِإ ٍ  َو ا َعا َر بَا
 َعَلْيِو ِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيمٌ 
Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 
babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) 
selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), buka karena 
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menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 




Terdapat juga dalam surat Al-Maidah ayat 3: 
 ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِىلَّ ِلغَْيِر اللَِّو بِوِ  
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) 
hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah”.
7
 
Temuan-temuan medis menunjukan beberapa jenis obat cukup akurat 
dalam menyembuhkan penyakit. Sayangnya, terdapat obat yang beredar di 
pasaran menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh syari’at Islam. 
Islam mensyariatkan pengobatan hanya dilakukan dengan bahan obat yang telah 
diyakini status kehalalnya. Sebagaimana hadis berikut: 
ٍَاء  َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَليِو َوَسلََّم : ِإنَّ اهلَل أَنْ َزَل الدَّاَء َوالدَّ ، ءِ َعْن أَِبي الدَّ ْرٍَا َواَء َوَجَعَل ِلُكلِّ 
( ، َو َا َتَداَووْ فَ َتَداَوْوا، ٍََواء   اٍو ِبَحَرام  )رواه أبٍو  
 
“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah 
telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan 
janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud).”
8
 
Mayoritas ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang 
dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk 
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produk-produk yang mengandung bahan tersebut dan semua bahan yang dibuat 
menggunakan  bagian dari babi sebagai bahan bakunya.
9
 
Prinsip pertama yang ditetapkan dalam Islam  adalah pada asalnya segala 
sesuatu yang diciptakan Allah  itu halal, tidak ada yang haram kecuali jika ada 
nas} (dalil) yang mengharamkannya.10 Namun terdapat keringan pada sesuatu 
yang diharamkan  apabila berada dalam kondisi darurat yang bertujuan 
mempermudah manusia dari kondisi-kondisi yang mempersulitnya. 
Para fuqaha memutuskan bahwa keadaan terpaksa dapat memperbolehkan 
sesuatu yang dilarang (  َاتِ الضَُّرْورَاُت تُِبْيُح اْلَمْحُظْور ). Sebuah kebutuhan yang terletak pada 
tempat darurat meskipun diperbolehkan karena darurat diukur dengan kadar 
daruratnya ( اىَ رِ دَ قَ بِ رُ دّ قَ يُ  اتِ رَ وْ رُ لضَّ لِ  حَ يْ بِ ا أُ مَ  ).11 Dibolehkan mengkonsusmsi hal-hal haram 
dalam kondisi darurat, penyebab dibolehkannya  memakan makanan yang haram 
adalah dalam rangka melindungi jiwa dari kebinasaan. 
Darurat berobat, yaitu jika sembuhnya suatu penyakit hanya pada saat 
mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan dan belum ada obat lain yang 
dapat menyembuhkan. Dikalangan ulama us}u>l yang dimaksud dengan keadaan 
darurat yang membolehkan seseorang melakukan keadan-keadaan yang dilarang 
adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut:
12
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Pertama kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan 
dalam rangka menjaga jiwa (hifz}u al-nafs). Semua yang terlarang dalam rangka 
mempertahankan maqa>shid syari>‘ah termasuk kondisi darurat dalam arti apabila 
hal tersebut tidak dilakukan maka maqa>shid syari>‘ah terancam. Kedua, keadaan 
darurat hanya dilakukan sekadarnya dalam arti tidak melampaui batas. Ketiga  
tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.
13
 
ِبَقَدِر َىالضَُّر ْورَاُت تُ َقدَُّر ا  
“Keadaan darurat, ukuranya ditentunkan menurut kadar kedaruratannya”
14
 
Dalam kaidah diatas membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang 
karena kondisi darurat. Seperti yang telah dijelaskan bahwa sekalipun  kondisi 
darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan) tetapi tidak boleh 
dengan sengaja menjatuhkan kepada keadaan yang melewati batas hukumnya, 
dan harus berusaha mengikatkan diri kepada pangkal kehalalan dan terus 
berusaha mencari yang halal. 
MUI mendukung vaksinasi itu karena sesuai dengan ajara Islam, bahwa 
kita wajib berupaya menghindari atau mengobati penyakit yang akan menimpa 
atau yang sudah menimpa. Namun, tidak boleh dengan bahan haram, kecuali 
karena darurat. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk 
ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya 
suatu penyakit. Tidak mengapa melakukan vaksinasi sebagai tindakan preventif 
agar tidak terjangkit suatu penyakit yang sedang menjangkit atau mewabah atau 
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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa 
bahwa penggunaan vaksin MR yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya 
hukumnya haram, karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang 
berasal dari babi. Pada saat ini penggunaan vaksin MR produksi dari SII (Serum 
Institute of India) diperbolehkan (mubah) dengan berbagai pertimbangan di 
antaranya adanya kondisi keterpaksaan (d}arurat syar’iyya >h), belum ditemukan 
vaksin MR yang halal dan suci dan adanya keterangan dari ahli yang kompeten 
dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Namun 
kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin 
yang halal dan suci.
16
 
Oleh karena itu penggunaan vaksin MR produksi SII untuk program 
imunisasi dibolehkan didasarkan pada tiga alasan, yaitu memenuhi 
ketentuan d}arurat syar’iyya >h, belum adanya alternatif vaksin yang halal dan suci, 
dan adanya keterangan ahli yang kompeten tentang bahaya yang bisa 
ditimbulkan. Apabila program imunisasi vaksin MR tidak dilakukan 
dikhawatirkan akan menyebabkan bahaya (hilangnya nyawa dan atau kecacatan 
permanen) yang meresahkan kesehatan masyarakat. Namun, kebolehan 
penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika di kemudian 
hari ditemukan vaksin MR yang halal. 
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Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk meneliti mengenai pandangan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum menggunakan vaksin MR 
(Measles Rubella), serta bagaimana metode istinba>t yang digunakan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan keputusan fatwa tentang 
penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi. Dari permasalahan di atas, fatwa MUI 
tentang pengguanaan vaksin MR untuk imunisasi perlu diteliti dalam bentuk 
skripsi yang berjudul “ Analisis Fatwa MUI  Nomor 33 Tahun 2018 Tentang 
Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”. 
B. Rumusan Masalah 
Untuk lebih mempermudah alur pembahasan, maka pokok permasalahan 
yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana hukum penggunaan vaksin MR untuk imunisasi menurut fatwa 
MUI? 
2. Bagaimana metode Istinba>t hukum yang digunakan MUI dalam 
mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 
pembahasan dalam penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui hukum penggunaan vaksin MR untuk imunisasi menurut 
pandangan Islam. 
b. Mengetahui metode Istinba>t hukum  yang digunakan oleh MUI dalam 






2. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
a. Diharapkan dapat memberi wawasan  lebih komprehensif terhadap 
permasalahan kebolehan penggunaan vaksin MR untuk imunisasi dan 
hukumnya dalam pandangan Islam sehingga akan memberikan perspektif 
yang lebih jelas. 
b. Memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama 
dalam bidang hukum Islam. 
D. Kajian Pustaka 
Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai 
permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun berusaha 
melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan 
terhadap permasalahan yang akan diteliti. 
Penelitian karya Ika Devi Ratnasari yang berjudul Tinjauan Maslahah 
Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam 
Fatwa MUI dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam 
penelitiannya penulis mengkaji berdasarkan teori maslahah yang merupakan 
salah satu acuan legislasi Hukum Islam. Kemaslahatan adalah segala sesuatu 
yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan manusia. 
Melihat efek yang timbul akibat meningitis maka kemaslahatan yang ada dalam 
keharusan vaksinasi meningitis adalah menolak mafsadah (kerusakan/bahaya).
17
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Penelitian karya Dice Indriani yang berjudul Fatwa MUI No 04 Tentang 
Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam dari 
Universitas Islam Indonesia. Perspektif yang digunakan adalah mashlahah 
mursalah digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Maslahah mursalah tidak 
disebutkan dalam nas} baik penolakan atau pengakuannya namun maslahah 
mursalah sejalan dengan tujuan syara’ dapat dijadikan pijakan dalam 
mewujudkan kebaikan yang dihajatkan dan terhindar dari kemudharatan.
18
 
Penelitian karya Azizah Palupi Shofiana yang berjudul Tinjauan Maslahah 
Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jemaah Haji dan Umroh dari IAIN 
Ponorogo. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penetapan hukum keharaman pada 
Istinba>t yang dilakukan MUI menggunakan dasar al-Qur’an, sunnah (hadist). 
Kemudian metode yang dipakai merupakan metode pendekatan Istinba>t (penggalian 
hukum) yang menekankan pada aspek maslahah. 
19
 
Penelitian karya Ahmad Sonifuniam yang berjudul Pengunaan Organ Tubuh 
Manusia Bagi Kepentingan Obat dan Kosmetika (Analisis Keputusan Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia  N0. 2 Tahun 2000), dari UIN Syarif Hidayatullah. Dalam 
penelitian ini, metode istinba>t hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan 
fatwa adalah qiyas, yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas}nya 
kepada kejadian lain yang ada nas}nya. Dengan membenarkan kepada al-Qur’an dan 
                                                             
18
 Dice Indriani “Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Pengahalalan Vaksin Imunisasi 
Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi  (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII 
Yogyakarta, 2018).  
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as-sunnah, kaidah fikih. Penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan obat-
obatan dan kosmetika hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat.
20
 
Tabel Kajian Pustaka 
No Nama Judul Persamaan Perbedaan 




Mursalah  Terhadap 
Vaksinasi Meningitis 
Bagi Jamaah Haji 
Indonesia Dalam 
Fatwa MUI 
Penelitian ini membahas 
Metode Istinba>t Fatwa 




2009 dan Fatwa 
MUI No.6 
Tahun 2010 
2 Dice Andriani, 
UII 2018 
Fatwa MUI No.4 
Tentang Penghalalan 
Vaksin Imunisasi 
Bagi Balita dalam 
Perspektif Hukum 
Islam 
Penelitian ini membahas 
Metode Istinba>t Fatwa 











Pada Jemaah Haji dan 
Umrah 
Penelitian ini membahas 
Metode Istinba>t Fatwa 
MUI tentang hukum 
penggunaan vaksin 
Fatwa MUI 





Tubuh Manusia Bagi 
Kepentingan Obat 
dan Kosmetika 
Penelitian ini membahas 
Metode Istinba>t Fatwa 
MUI tentang hukum 
penggunaan organ tubuh 
bagi kepentingan obat 
Fatwa MUI N0. 
2 Tahun 2000 
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Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis 
belum ada yang meneliti tentang analisis keputusan fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) tentang vaksin MR (Measles Rubella), berdasarkan fatwa itulah 
dilakukan penelitian tersebut. Sebagai upaya mengisi ruang kosong pembahasan 
tema ini. 
E. Metode Penelitian 
Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang 
akurat dan argumentatif. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan 
sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya 
diperoleh dari sumber kepustakaan.
21
 Dalam hal ini penulis akan membaca 
buku-buku atau literatur yang berkaitan dan relevan dengan masalah-masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
2. Sumber Data 
Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam 
penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data 
primer dan sumber data sekunder. 
 
 
                                                             
21





a. Sumber data primer 
Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung 
dari tangan pertama. Sumber primer yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah Fatwa Majelis Ulama  Indonesia Nomor 33 Tahun 
2018 tentang penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII 
(Serum Institute of India) yang digunakan untuk Imunisasi. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari 
pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.
22
  
Yang berfungsi sebagai data pendukung data primer. Adapun data-data 
sekunder meliputi: 
1) Raudhatuth-thalibin jilid 2, karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin 
Syaraf An-Nawawi terj. A. Shalahudin dkk, diterbitkan oleh Pustaka 
Azzam tahun 2007.  
2) Fiqih Islam wa Adillatuhu  jilid 4, karya Wahbah az-Zuh}aili> terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2011. 
3) Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, karya 
Asrorun Ni’am Sholeh, diterbitkan oleh Emir tahun 2016. 
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c. Tehnik Pengumpulan Data 
Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam 
penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode 
dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan menghimpun dan 
menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun 
dokumen gambar atau elektronik.
23
 Metode dokumentasi dilakukan 
dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari 
berkas-berkas berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai 
penggunaan vaksin MR untuk imunisasi. 
d. Tehnik Analisis Data 
Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 
mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam menganalisis data yang 
diperoleh, penulis menggunakan metode  content analysis. Metode ini 
diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Analisis isi didefinisikan oleh 
Weber yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman dalam bukunya 
Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, menyatakan bahwa 
kajian isi adalah metode penelitian yang memanfaatkan prosedur untuk 
menarik suatu kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. 
Lebih jelasnya yaitu tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan 
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Dengan metode content analysis akan diperoleh pemahaman 
terhadap isi pesan  dan substansi hukum dalam fatwa MUI secara 
obyektif, sistematis dan relevan. Metode ini digunakan untuk 
menganalisis substansi pemikiran para ulama fikih dan substansi hukum 
dalam fatwa MUI dengan menganalisis kerangka paradigmatik dan 
konsep-konsep dasarnya sebagai hukum asas. 
Pada tahap awal penulis memaparkan teori dan data sesuai dengan 
rumusan masalah kemudian mengklasifikasikan beberapa aspek masalah 
hukum yang terkandung dalam penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) 
yang digunakan untuk Imunisasi. Dengan adanya analisis seperti ini akan 
diketahui perspektif fatwa MUI tentang pengunaan vaksin measles 
rubella baik yang terkait dengan substansi hukum maupun 
pertimbangannya. 
F. Sistematika Pembahasan 
Bagian ini menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab pertama 
sampai bab terakhir. Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, 
maka penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar 
sistematika penulisannya sebagai berikut: 
BAB I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 





BAB II memberikan tinjauan umum tentang fatwa dalam fikih Islam yang 
meliputi: pengertian fatwa, sumber hukum fatwa, syarat-syarat mufti>, sebab-
sebab fatwa dikeluarkan dan kedudukan fatwa secara umum. 
BAB III profil MUI dan tinjauan umum tentang vaksin. Profil MUI 
meliputi: latar belakang sejarah berdirinya MUI, visi misi dan tujuan pokok MUI, 
dasar dan prosedur penetapan fatwa MUI, dan kedudukan fatwa MUI. Dan 
tinjauan umum vaksin, meliputi: sejarah imunisasi, pengertian vaksin MR, sebab 
dan dampak vaksin MR,  serta penggunaan vaksin MR untuk imunisasi.  
BAB IV membicarakan bagaimana analisa keputusan fatwa Majelis 
Ulama Indonesia tentang penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) untuk 
imunisasi. Hal ini berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum fatwa MUI dan 
metode Istinba>t hukum fatwa MUI tentang penggunaan vaksin MR. 
BAB V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban 
terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah saran-saran yang 







Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai penggunaan 
vaksin Measles Rubella untuk imunisasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pada dasarnya hukum penggunaan vaksin Measles Rubella produk dari 
Serum Institute of India (SII) menurut fatwa MUI dinyatakan haram. Akan 
tetapi karena belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci sementara 
keadaan mengharuskan penggunaan vaksin tersebut, maka penggunaan 
vaksin MR pada saat ini dibolehkan (mubah), didasarkan pada kondisi 
keterpakasaan (d}aru>rat syar’iyyah). Jika dalam perkembangannya  kemudian 
ditemukan vaksin yang halal dan suci maka hukum penggunaan vaksin MR 
kembali pada hukum asal, yaitu haram. 
2. Metode istinba>t yang digunakan MUI dalam memutuskan fatwa hukum 
penggunaan vaksin MR adalah metode istisla>hi, yaitu metode penetapan 
hukum yang berdasarkan maslahat. Adapun kemaslahatan yang ingin dicapai 
dari keputusan bolehnya penggunaan vaksin MR adalah menjaga jiwa (h}ifz} 
an-nafs), yang menjadi salah satu dari lima komponen tujuan tercapainya 
syariat (ad}-d}aru>riyya>t al-khams). MUI mempertimbangkan di mana 








Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam kajian 
skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian 
tentang fatwa MUI tentang penggunaan vaksin Measles Rubella  untuk 
imunisasi, masih belum banyak tergali khususnya pada dalil-dalil fatwa, oleh 
karena itu sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-peneitian lanjutan untuk 
kemudian dikembangkan dan disumbangkan pada pembinaan Islam, sehingga 
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
2. Fatwa MUI hendaknya menjadi pijakan dalam mengambil keputusan yang 
berkaitan dengan umat Islam. Dalam fatwanya MUI berdasarkan dalil dan 
sumber hukum Islam sehingga mehasilkan suatu putusan fatwa yang telah 
dipertimbangkan dengan matang sebelum diputuskan. 
C. Kata Penutup 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya serta tentunya dengan disertai 
usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di IAIN 
Purwokerto. 
Semua ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan semangat dari 
berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di 
dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada penulis mengharap 
saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skirpsi ini. Penulis hanya 
bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam 
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